BUPATI SOLOK
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
NAGARI DI KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

K,

BUPATI SOLOK,

bahwa  berdasarkan Pasal 12 ayat 1) Peraturan
Pemerintah Nomaor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yung Bersumber dari Anggoran  Pendapatan  dan
Belanjo Negara sebaguimana telah diubah beberapa
kall terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentong Perubahan Keduo Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Dana Desu
Yang Bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan
Belonja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumbor
dari  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Nepara,
Bupati/wolikota menetapkan rincian Dana Desa untulk
setinp Desa;

bahwa berdagarkan  pertimbangan sebepraiman:
dimaksud dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan
Buparti tentang Tata Cara Pembagian dan Penctapan
Rincian Dana Desa Setiap Nagari di Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 rteniang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera  Tenpah
{Lembaran Negara Republik Indofniesia Tahun 19356
Normor 23);



8

on

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang

Pemerimtahan  Daerah  [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah diubah  beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor @ Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemburan
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S6T9);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 (entang
Pemindahan [buzoln Kabupaten Solok dari Wilayah
Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah
Kecamolon Gunung Talang Kabupaten  Solok
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republils
ndonesia Nomor 4447);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tabhun 2014 wentong
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor O
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulilik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 55349), sebapaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemmerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubaban
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Neguara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran MNegara  Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomaor 55358),
sebagsimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tenlang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 lentang
Rincian Angearan Pendapatan dan Belanja Negara
Tabun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 218):

#, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Desa;

Y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
lentang Pengelolaan Keuoangan Desa;

10, Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Talun 2006 Nomar 26);

11, Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 12 Tahun
2014 rentang Anggaran  Pendapalan dan  Belanja
Daerah  Kabupaten Solok Tahun  Anggaran 2020
[Lembaran Dacrah Kabupaten Solok Tahun 2019
Nomaor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN FENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP NAGARI DI
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2020,



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Feranuran Bupati ini yvang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

2. Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  yang  menjaci
kewenangan daerah otonom,

3. Bupal adalah Bupati Solok,

4. Magari adalah  kesatuan masyarakat hukum  yang
mermiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan  mengurus  urusan pemerintahan, lepenlingan
masyaraliat selempal berdasarkan prakarsa
masyarakul, hak asal usul, dan/alau hak tradisional
vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahear

MNegara Kesatuan Republik Indonesia,

]

5, Dana Desa adalah dana yvang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanjn Negora vang diperuntulcion
bagi Desa vang ditransfer melalui Anggaran Pendopatan
dan Belanjo Daerah kabupaten dan digunakan unml
membiayni penvelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan  kemasyarakatan,  dan

pemberdayaan masyaralat.,

6, Rekening Kas Umum  Daerah, yang selanjurnyva
disingkat REUD adalabh Rekening mililk pemerintah
daerah vang menerima Dana Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN],

7. Rekening Kas Napari, vang sclanjutnyva disinglkat REN
adalah Kekening Milik Nagari untuk menvimpan uang
pemerintahan nagari yang menampung seluruh nagari
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

pada Bank yvang ditetapkan.



S, Femenntan Nagan  adalah Wali  Nagari  dibantu
perangkat  Nagari  sebagai  unsur  penyelengzara

Pemerintahan Nagari.

9. Jumiah Nagari adalah jumlah Nagar vang ditetapkan
aleh Menteri Dalam Neper,

10, Anggaran  Pendapatan dan Belanja Nagari, vang
selanjutnya  disingkal APBNagari, adualah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.

BAB 11
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa sctiap Nagari i Kabupaten Solok
Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan

berkeadilan berdasarkan:

-

1. alolcasi dasar;

b, alokasi afirmosi;

¢, alokasi kinerjn; dan

o alokasi formula yang dihilung dengan memperhatilan
jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilavah, dan

indeks kesulitan geografis setiap Naguri,

asal 3

Alokasi Dasar scriap Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 hurul a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per
kabupalen dibagi  jumlabh  Nagari scbagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Nagari
lertingeal dan Nagarl sangat tertinggal yang memiliki

jurnlal penduduk miskin tinggi.



(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari scbhagaimana
dimaksud  pada ayvat (1) dihitung  berdasarkan
kKetentuan dalam  Peraturan  Menteri  Keuan QArn

mengenal Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2
huruf e, dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaile dalam
pengelolaan keuangan nagarl, pengelolaan Dana Desa,
capalan keluaran {output] Dana Desa, dan capaian hasil

[outcome) pembangunan nagari.

Pasal &

Penphitungan alokasi kinerja setiap Nagari sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mengpunakan

bobot sebagal berikut:
a. pengelolaun keuangan nagari dengan bobot 20%:
b pengelolnan dana desa dengan bobol 20%;

¢, capaian keluaran (outpet) Dana Desa dengan bobot 25%:

tan

d. eapaian hasil (ewtcomé] pembangunan nogari dengan

Facalacst A55%4.

Pasal 7

(1] Pengelolaan keuangan napari sebagaimana dimeaksuad
dalam Pasal 6 huruf a, dinilai dari perubahan rasio
Pendapatan Asli Nagari terhadap towal pendapatan
APBNagari dan rasio belanja bidang pembangunan dan

pemberdayaan terhadap bidang APBNagari.

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & huruf b, dinilai dari persentase kesesuaian
bidang pembangunan dan  pemberdayaan  sebagai
prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan
persentase pengadaan barang jasa Dana Desa sceara

swakelola.



(2] Lapaian keluarsn (ouwipur) Dana Desa sebagaimansa
dimalksud dalam Pasal 6 huruf ¢, dinilai dari persenlase
realisas! anggaran Dana Desa dan persentase CAAIAN

oulput Dana Desa.

[4) Capaian  hasil (outcome] pembangunan Nagari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai,
dari  perubahan skor Indek Desa Membangun,
perubshan status nagari, stalus nagari Lerakhir, dan

perbalkan jumlah pendudule miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf e, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angkn kemiskinan, luas wilayvah, dan indeks kesulitan
geografis  yang  bersumber dari  kementerian  yang
berwenang  dan/atau  lembaga yang menyelengparakan

urusan pemerintahan di bidong statistik.

Pasal 9

Penghitungan Aloleasi Formula setin P Nagari scbhagaimeansa

dimaksud dalam Pasal 8, dilakulan denpan mengeunakan

formula sebagni berikut:

AF Nagari = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 " Z3) + (0,25 * 24 *
AR ko,

Keterangan,

AF Nagari

Alokasi Formila setiap Nagari

1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari
terhacdap total pendudule Napari
kabupaten Solok

Z2 = rasio jumlab penduduk miskin setiap
Napgarl lerhadap total penduduk miskin
Mapgari kabupaten Salok

Z3 = raswe luas wilayah setiap Nagari terhadap
total luas wilayah Nagari kabupalen Solok

Z4 = rasio [KG setiap Nagari lerhadap [KG

Nagari kabupaten Solok



AF Kab = Alokasi Formula kabupaten Solok

Pazsal 10

Penetapan Rincian Dana Desa unluk sctiap Nagari di
Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 lercantum dalam
Lampiran yvang merupakan bagian tidak lerpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB 11
FPENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

(1) Danas Desa disalurkan darl RKUN ke REKN melalui
RKUD,

{2) Penyaluran Dana Desa schagaimana dimaksud puada
ayat (1] dilakukan melalui pemotongan Dana Desn
seliap Daerah kabupaten dan penyvaluran dano hosil

pemotlongan Dana Desa ke RKN.

(3) Pemotongun Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan
penyaluran dana hasil pemowngan Dann Desa ke REN
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanokan
berdasarkan surat kunsa pemindahbukuan Dana Deso

clarl Bupati,

{4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana  dimaksud pada
avat (1] dilakukan dalam 3 [tiga) tahap, denpan

ketentupan @

a. tahap | paling cepat bulan Januari dan paling lambat

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

b. tahap U paling cepat bulan Maret dan palig lambat
minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (cmpat

puluh persen); dan

¢, tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
pulub persen).



[3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] untuk Napari berstatus Nagari Mandird

dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan

a. tahap I paling cepatl bulan Januari dan paling lambat

bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen):

. tahap I paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat

puluh persen),

(0} Magari Mandiri scbagaimana dimaksud pacda ayat (5)
merupakan status Nagari hasil penilaian yang dilakukan
setiap lahun dan ditetapkan olech Kementerian Desa,
Pembangunan  Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

dalam Indeks Desa.

Pasul 12

(1} Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 avat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima
dokumen  persyaratan penyaluran darl Wali Nagari,
dengan ketentuan @

A, tahap 1 berupn peraturan Nagari  mengenai
APBNagari;

b. tahap Il berupa !
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dand Desa tahun anggaran sebelumnya; don

AN

laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa tahap [ menunjuklan rata-rala
realisasi penyerapan paling scdikit scbesar 50%
(fima pulub  persen) dan  rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit seliesar 35%
(tiga puluh lima persen); dan

¢, tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sampai dengan tahap [l menunjukkan
rata-rata realisasi penyverapan  paling  sedikil
sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-
rata capaian kelusaran menunjukkan paling sedikit

sebesar 75% [tujuh puluh lima persen); dan



2. laporan kKonvergensi pencegahan stunting tingkat
Magari lahun anggaran sebelumnya.

(2} Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Bupali menerima
dokumen persyaratan penyaluran dari Wali Nagari,
dengan ketentuan @

d. tahap | berupa peraturan Nagari mengenai
APBNagari;

b, tehap Il berupa
L. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahun anggaran schelumnya; dan

[

aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran

Dana Desa tahap 1 menunjuklkan  rata-rate

realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50%

(ima  puluh  persen) dan  rata-rata  capaian

keluaran menunjulkkan paling sedikit sebesar 35%
(tige pulub lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahan stunting lingkat

Nagar tabun anggaran sebelumnya.

(3) Capalan keluaran scbagaimana dimaksud pacda avat (1)

hurul b angka 2 dan hurul ¢ anglea 1 dan ayat (2) hural

b oangka 2 dihitung berdasarkan ralu-rula persentnse

capaion keluaran darl selurah kegiatan,

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayval
pembangunan dan pemberdayaan masyarakal ditujukan
untuk meningkatkan kescjahteraan masyarakal nagari,
peningkatan kualitas hidup manusia serla
penanggalangan  kemiskinan dan  dituangkan dalam
rencana lkerja Pemerintah Nagari.

{2) Penggunaan [Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada prioritas yang ditetapkan Menteri

Pesa, Pembanpgunan Daerah  Tertinggal, dan

Transmigrasi.



(3] Dana Desa dapatl digunakan untuk membiayai Kepiatan
yang tdak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana
Desa scbagaimana dimaksud pada ayal (1) setelah
mendapat persetujuan Bupati,

(4] Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimalksud
pada ayat [3), Bupall memastikan pengalokasian Dana
Desa untuk kegiatan vyang menjadi prioritas telah
terpenubi  danfatau  kegialan pembanpunan  dan
pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

(9] Persetujuan Bupati sebagnimana dimaksud pada ayat
(3], diberikan pada saat evaluasi rancangan peraluran

Nagari mengenai APBNagari.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
berpedoman pada pedoman teknis mengenal kegintan
vang dibiayai dari Dana Desa yang ditetapkan oleh
Hupall,

(4] Pelaksanaan kegiotan vang dibiavai dari Dana Desa
divtamakan  dilakukan  secara  swokelola  dengan
menggunakan sumber doaya/bahan baku lokal, cdan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga
lerja dari masyarakal Nagari setempat dengan konsep
Pacdat Karya Tunai.

Pasal 15

(1) Wali Nagari bertanggung jawal atas pengeunaan Dana
Desa,

[2) Pemerintah dan Pemerintab Dacrah dapat melakukan
pendampingan atas penggunasn Dana Desa,

{3) Tata Cara Pendampingan sebagaimana dimaksud pada
dayal (2], dilaksanakan sesuai dengan }1er:ln|‘|‘|ﬂn YHTLY

ditetapkan oleh kemenlerian teknis terkair,



(1)

(<]

(3

4]

(3]

(&)

BAB V
FENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

Penyusunan laporan realisasi penverapan dan capaian
keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
dan ayatl (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data
bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume

keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran,

Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4] belum memenuhi kebutuhan input data, Wali
Nagari menyampaikan perubahan tabel referensi kepoda

Bupati untuk dilakukan pemutalkhiran.

Perubohan tabel referensi scbagaimana dimoaksud pada
ayat (5 mengaeu pada peraturan yang ditetapkan oleh

kementerian Dalam Negeri.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dano
Desa tahun  angearan sebelumnya  sebagnimann
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) hueal (B) anglka (1) dan
ayal (2] huraf (b} angka (1) disampaikan kepada Bupali
melalui Camat  paling  lambat bulan Januari whun

anggaran berikutnya,

Leporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap | sebagrimana dimaksud dalam Pasal 12 aval
(1) hurul (b) angka (2) dan ayat (2] huruf (b) angka (2)
disampaikan kepada Bupat melalui Camat paling lambat

bulan Maret tahun anggaran berjalan,

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana
Desa tahap Il sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf (o) angka (1) disampaikan kepada Bupati
melalui Camat paling lambal bulan Juni tahun anggaran

berjalan,



[7] Laporan kovergensi pencegahan stunting tingkat Nagari
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 12 ayat (1) hurul (c) angka (2) dan ayat (2]
huruf (b) angka (3) disampaikan kepada Bupati melalui
Camat paling lambat bulan Januari tahun anggaran

berjalan.

BABE VI
SANKSI

Pasal 17
[1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

. Bupati  belum  menerima  dokumen  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) atau Pasal 12 ayal
(2);

. adanya rekomendasi dari aparat pengowas fungsional

Daerah.

(2) Penundaan  penyaluran  Dana Desa  sebognimana
dimaksud pada ayat (1) hural b dilakukan terhadap

penyaluran Dana Desa tahap [ wahun angearan berjolan,

[3) Rekomendasi sebagaimana dimaksue pada ayvat (1) hueof
Iy, disampaikan cleh aparat pengawas fungsional di
Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi
penyvimpangan penyaluran dan/atau pengpunasn Dana

Desa,

(4] Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tisampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK [IFisik dan
Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyvaluran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



Pasal 18

(1} Bupati menyalurkan kembali Dana Desa vang ditunda
dalam hal:
a.dokumen  persyaratan  penyaluran  sebagaimana
dimaksud dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 Avat (1) atau Pasal 12 ayat (2) telah diterima;

b.adanya reckomendasi dari aparat pengawas ungsional
Daeral,

{£)Dalam  hal penundaan penyaluran  Dana  Desa
schagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hurul a
dunt huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Desa lidak dapat disalurkan lagi
ke REN dan menjadi sisa Dana Desa di REUD,

(G)Bupati  melaporkan sisa Dana Desa di RKUD
sebagaimana dimaksud pada ayal (2) kepada Kepala
KPPN selaku KPA Penvoluran DAK Fisik dan Dano Desa,

[ Bupati  memberitahukan  kepada  Wall  Nogori  vang
bersangkutan  mengenai Dana  Desa vang ditunda
penyalurannya sebagaimana dimoksud pada ayat (2)
paling lambat akhir bulun November taliun AN EELran
berjalan dan agar disneggarkon kembali dalam rancangan
APBNagari tahun anggaran berikutnya,

(9) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RRUD
sebapaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancanpan
AFBD  tabun  anpggaran  berikutnya  sesual  denpan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUAS]

Pasal 19
Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas
a. sisa Dana Desa di RKD; danfatag

. capaian keluaran Dana Desa.



Pasal 20

Dialam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi alas sisa
Dana Desa di REN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKN, Bupati :

a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai sisa

Dana Desa di REKN tersebut; dan/atau

b,  meminta APIF untuk melakukan pemeriksaan.

BARB VIII
KETENTUAN PENUTUPR
Pasal 21
Peraturan  Bupati  ini mulai  berlaka  pada  tanggal
diundanghkan.
Agar  setiap orang  mengetohuinya,  memerintahkon
pengundangan Peraturan ERRTEENN ini dengan

penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Solok

Ditetapkan di Arosuka
pada tangeunl 20 Jangan 20200

BUPATI SOLOK,

Diundanglkan di Arosuka -
pada tanpegal As Janvas 2020

SEERETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ooy —

ASWIRMAN
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RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP NAGARI DI KABUPATEN SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2020

NO. NAMA NAGARI DANA DESA
1 2 3
KECAMATAN PANTAI CERMIN
1 | LOLO 1.086.660.000
2 | SURIAN 1.887.624.000
KECAMATAN LEMBAH GUMANTI
3 | ALAHAN PANJANG 1.435.613.000
4 | SUNGAI NANAM 1.377.711.,000
5 | SALIMPAT 1. 101,306,000
6 | AlE DINGIN 1.550.788.000
KECAMATAN PAYUNG SEKAKI
7 | SUPAYANC 1,118.903.000
8 | SIRUKAM 490,464,000
9 |AIE LUO 855.070.000
KECAMATAN LEMBANG JAYA
10 | BATU BANYAK 1.080.163.000
11 | BATU BAJANJANG §359.6506.000
12 | KOTO LAWEH 1.117.233.000
13 | LIMAU LUNGGO 913,000,000
14 | KOTO GADANG KOTO ANAU 1.200.275.,000
15 | SELAYO TANANG B. SILEH 037,598,000
HKECAMATAN GUNUNG TALANG
16 | CUPARK 1.1800.905.000
17 | TALANG 0939.507.000
18 | KOTO GADANG GUGUAK 418.386.000
19 | JAWI JAWI] QEY, 446,000
20 | SUNGAI JANIAH 803,206,000
21 | BATANG BARUS 1.160.977.000
22 | AIE BATUMBUAK 1.243.965.000
23 | KOTO GAEK GUGUK 781,317,000
KECAMATAN BUKIT SUNDI
24 | MUARO-PANIEH 1.094.5822.000
25 | KINARI 1.001.267.000
26 | BUKIT TANDANG H78.074.000
27 | PARAMBAHAN 794.097.000
58 | BILAM BE1.724.000




1 2 3
KECAMATAN IX KOTO SUNGAI LASI
29 [ TARUANG-TARUANG 885,320,000
30 [ SIARQ-ARO 930.566.000
31 [ PIANGGU 903.270.000
32 | SUNGAI DURIAN #3.36.517.000
33 | BUKIK BAIS 544,184,000
34 [ SUNGAI JAMBUR 042.362.000
da | GUGUAK 5ARAL 564.143.000
36 | KOTO LAWEH 524,141,000
37 [ INDUDUR BT 1,483,000
RECAMATAN KUBUNG
33 [ ROTO BARU 1.054.831.000
39 | SELAYO 1.092.488.000
40 [ PANYAKALAN H22,370.000
41 [ GAUNG 513,701,000
42 | GANTUANG CIRI 970,041,000
43 | SAOK LAWEH H586.961.000
44 [ KOTO HILALANG 927.381.000

43

TANJUNCG BINGKUNG

1.001.689.000

KECAMATAN X KOTO SINGKARAK

46 | SUMANI 820,957,000
47 | TIKALAK 771,805,000
48 | KOTO SANI 1.165.819.000
489 | BINGEARAK S44.428.000
a0 | ARIPAN 875.916.000
51 | KACANG 937,303,000
52 | TANJUNG ALAI G43.669,000

SANIANG BAKA

1.140,955.000

KECAMATAN X KOTO DIATAS

24 [ SULIT AIR 1.276,133.000
55 | TANJUNG BALIK 938.812.000
56 | PANINJAUAN 288.097.000
57 | KUNCIR #35.261.000
28 | KATIALO 299 360,000
29 | PASILIHAN 842.421.000
60 | BUKIT KANDUANG 853.469.000
61 | SIBARAMBANG Y75.991.000
62 | LABUH PANJANG 814.562.000

KECAMATAN JUNJUNG SIRIH

B3

PANINGGAHAN

1.557.935.000

&l

MUARO PINGAI

837.211.000

KECAMATAN HILITRAN GUMANTI

B3

TALANG BABUNGOD

1.553.867.000

215

SARIAKR ALAHAN TIGO

1.980.428.000

67

SUNGAL ABU

1.713.598.000
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KECAMATAN TIGO LURAH

68 | RANGEKIANG LULUIH 1.132.104.000
69 | BATU BAJANJANG 1.343.798.000
70 | GARABAK IDATA 1.768.784.000
71 | TANJUNG BALIK SUMISO 1.157.062.000
72 | SIMANAU 893.673.000
KECAMATAN DANAU KEMEBAR

73 | SIMPANG TJ. NAN IV 1.580.350.000
74 | KAMPUNG BATU DALAM 1.185.582.000

Total

78.119.337.000
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